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BAB1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pendidikan merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan

nasional yang tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga memiliki dimensi
ekonomi yang kuat. Dalam era globalisasi dan liberalisasi ekonomi,
pendidikan telah berkembang menjadi sebuah industri yang bernilai besar,
sehingga melahirkan konsep bisnis pendidikan yang semakin kompleks. Bisnis
pendidikan mencakup berbagai aktivitas komersial yang berkaitan dengan
penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan layanan pendidikan oleh
berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

Perkembangan bisnis pendidikan yang pesat memunculkan kebutuhan
mendasar akan adanya kebijakan dan regulasi yang komprehensif. Kebijakan
pendidikan merupakan keputusan-keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah
atau otoritas terkait sebagai pedoman tindakan dalam upaya mencapai tujuan
pendidikan nasional (Tilaar dan Nugroho, 2008). Sementara regulasi merujuk
pada serangkaian aturan hukum yang mengatur mekanisme penyelenggaraan
pendidikan agar berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kualitas, dan
akuntabilitas.

Indonesia sebagai negara berkembang telah mengeluarkan berbagai
kebijakan dan regulasi dalam bidang pendidikan, mulai dari Undang-Undang
Dasar 1945 yang mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan
bangsa, hingga berbagai peraturan turunannya. Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi landasan utama
dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, termasuk dalam mengatur

keterlibatan sektor swasta dan mekanisme bisnis di dalamnya.



Didaktik : Jurnal limiah PGSD STKIP Subang,
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X
Volume 12 Nomor 02, Juni 2026

Fenomena menjamurnya lembaga pendidikan swasta, dari tingkat taman
kanak-kanak hingga perguruan tinggi, menunjukkan betapa besarnya peluang
bisnis dalam sektor pendidikan. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan
berbagai permasalahan terkait standar kualitas, aksesibilitas, dan keadilan
dalam pendidikan. Berbagai kasus lembaga pendidikan yang tidak memenuhi
standar, pemungutan biaya yang tidak transparan, hingga penyelenggaraan
pendidikan yang semata-mata berorientasi profit menjadi permasalahan serius

yang harus ditangani melalui regulasi yang tepat.

Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam tentang kebijakan dan
regulasi bisnis pendidikan menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya berguna
bagi para pengelola lembaga pendidikan, tetapi juga bagi para pendidik, orang
tua, peserta didik, dan masyarakat luas sebagai pemangku kepentingan dalam
dunia pendidikan. Melalui makalah ini, penulis berupaya untuk mengkaji
secara komprehensif mengenai kebijakan dan regulasi yang mengatur bisnis
pendidikan di Indonesia, beserta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam

implementasinya.
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A. Perumusan Masalah

1.
2.
3.

Apa pengertian kebijakan dan regulasi dalam bisnis pendidikan?

Apa saja landasan hukum yang mengatur bisnis pendidikan di Indonesia?
Bagaimana regulasi penyelenggaraan lembaga pendidikan swasta di
Indonesia?

Apa saja kebijakan pemerintah dalam mengatur bisnis pendidikan?

Apa tantangan dan peluang dalam regulasi bisnis pendidikan di Indonesia?

B. Tujuan Penulisan

1.

Untuk memahami pengertian kebijakan dan regulasi dalam bisnis
pendidikan.
Untuk mengetahui landasan hukum yang mengatur bisnis pendidikan di
Indonesia.
Untuk memahami regulasi penyelenggaraan lembaga pendidikan swasta di
Indonesia.
Untuk mengetahui kebijakan pemerintah dalam mengatur bisnis
pendidikan.
Untuk menganalisis tantangan dan peluang dalam regulasi bisnis

pendidikan di Indonesia.
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BAB 11
PEMBAHASAN

A. Pengertian Kebijakan dan Regulasi Bisnis Pendidikan
Kebijakan pendidikan (educational policy) merupakan suatu keputusan yang

dibuat  secara sistematis oleh pengambil keputusan publik  dengan
mempertimbangkan berbagai alternatif dan dampaknya dalam rangka mencapai
tujuan pendidikan. Menurut Tilaar dan Nugroho, kebijakan pendidikan merupakan
keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang
dijabarkan dari visi dan misi pendidikan, dalam rangka mewujudkan tercapainya

tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.!

Regulasi dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai seperangkat aturan,
norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan yang berwenang
untuk mengontrol dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan. Regulasi ini
mencakup berbagai aspek, mulai dari perizinan pendirian lembaga pendidikan,
standar kurikulum, kualifikasi tenaga pendidik, standar sarana dan prasarana, hingga

mekanisme pembiayaan dan pengawasan.?

Bisnis pendidikan dalam pengertian yang lebih luas mengacu pada berbagai
aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan pendidikan.
Mujib dan Mudzakkir menyatakan bahwa pendidikan tidak dapat dilepaskan dari
aspek ekonomi, karena penyelenggaraan pendidikan memerlukan sumber daya yang
harus dikelola secara efisien dan efektif. Bisnis pendidikan tidak selalu bermakna
negatif, sepanjang orientasinya tetap mengutamakan kualitas layanan dan

aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat.

! M. M. Solichin, “Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi,” Religi: Jurnal Studi
Islam 6, no. 2 (2015): 148-178.

2 M. Sudarma, Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014),
hlm. 14-15
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Dengan demikian, kebijakan dan regulasi bisnis pendidikan dapat dipahami
sebagai serangkaian aturan, pedoman, dan keputusan yang ditetapkan oleh
pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk mengatur, mengarahkan, dan
mengawasi berbagai aktivitas bisnis dalam sektor pendidikan, sehingga tujuan
pendidikan nasional dapat tercapai secara optimal dengan tetap menjaga

keseimbangan antara kepentingan komersial dan kepentingan publik.

B. Landasan Hukum Bisnis Pendidikan Di Indonesia
Penyelenggaraan bisnis pendidikan di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan

perundang-undangan yang membentuk sistem regulasi yang komprehensif.
Berikut adalah landasan hukum utama yang mengatur bisnis pendidikan di

Indonesia:

1. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pasal 31 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional penyelenggaraan
pendidikan di Indonesia. Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga
negara berhak mendapat pendidikan, sedangkan ayat (2) menegaskan bahwa
setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya. Ketentuan ini menjadi dasar bahwa pendidikan adalah hak
fundamental warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara.’
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
UU  Sisdiknas merupakan regulasi induk yang mengatur
penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh di Indonesia. UU ini mengatur
tentang hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan
pemerintah dalam bidang pendidikan; jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
penyelenggaraan pendidikan oleh masyarakat (satuan pendidikan yang
didirikan oleh masyarakat); serta sumber pendanaan pendidikan. Pasal 53 UU
ini mengatur tentang badan hukum pendidikan yang menjadi dasar legalitas

penyelenggaraan pendidikan oleh pihak swasta.*

* M. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi (Y ogyakarta: Gama Media, 2017)
4 Hasbullah, Dasar-Dasar limu Pendidikan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015)
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional
Pendidikan
PP ini merupakan perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 yang
mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP meliputi standar
kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan,
standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,
standar pengelolaan, serta standar pembiayaan pendidikan. Standar-standar ini
menjadi acuan bagi semua penyelenggara pendidikan, termasuk lembaga
pendidikan swasta, dalam mengelola bisnis pendidikannya.’

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan

PP ini mengatur secara rinci tentang sumber, jenis, dan pengelolaan
dana pendidikan. Peraturan ini menjadi landasan hukum dalam mengatur aspek
pembiayaan dalam bisnis pendidikan, termasuk mengatur batasan-batasan
dalam memungut biaya dari peserta didik dan mekanisme bantuan keuangan
dari pemerintah kepada lembaga pendidikan swasta.®

5. Peraturan Perundang-undangan tentang Perguruan Tinggi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
mengatur secara khusus penyelenggaraan pendidikan di jenjang perguruan
tinggi, termasuk aspek-aspek bisnis yang berkaitan dengan pendirian,
pengelolaan, dan pengembangan perguruan tinggi swasta. UU ini juga
mengatur tentang otonomi perguruan tinggi yang memberikan keleluasaan bagi

PTN dan PTS dalam mengelola sumber daya dan keuangannya.

C. Regulasi Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Swasta

Lembaga pendidikan swasta memiliki peran penting dalam membantu

pemerintah menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat. Dalam

® Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Jakarta: Kemendikbudristek, 2022)

¢ R. Mestry, “Empowering Principals to Lead and Manage Public Schools Effectively in the 21st
Century,” South African Journal of Education 37, no. 1 (2017): 1-11.
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penyelenggaraannya, lembaga pendidikan swasta harus mengikuti berbagai
regulasi yang ditetapkan pemerintah agar kualitas pendidikan tetap terjamin.
Regulasi tersebut mencakup aspek perizinan, akreditasi, pembiayaan, serta tata

kelola lembaga pendidikan.

Pendirian lembaga pendidikan swasta harus memperoleh izin dari
pemerintah sesuai dengan jenjang pendidikan yang diselenggarakan. Sekolah
dasar dan menengah swasta memperoleh izin dari pemerintah daerah, sedangkan
perguruan tinggi swasta memperoleh izin dari Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam proses perizinan, lembaga pendidikan
harus memenuhi berbagai persyaratan, seperti ketersediaan sarana dan prasarana,
tenaga pendidik yang berkualifikasi, serta kurikulum yang sesuai dengan standar
pendidikan nasional. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga

pendidikan mampu memberikan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas.’

Selain perizinan, lembaga pendidikan swasta juga wajib mengikuti proses
akreditasi sebagai bentuk penjaminan mutu pendidikan. Akreditasi dilakukan oleh
Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) untuk jenjang dasar
dan menengah, serta Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)
untuk jenjang perguruan tinggi. Penilaian akreditasi mencakup berbagai aspek,
seperti proses pembelajaran, kualitas tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta
pengelolaan lembaga. Hasil akreditasi menjadi indikator kualitas lembaga

pendidikan dan berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat (Azra, 2019).

Dalam aspek pembiayaan, lembaga pendidikan swasta diperbolehkan
memungut biaya pendidikan dari peserta didik, tetapi harus dilakukan secara
transparan dan akuntabel. Ketentuan mengenai pungutan pendidikan diatur dalam
Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 yang menegaskan bahwa pungutan tidak

boleh bersifat memaksa ataupun memberatkan peserta didik. Transparansi

7M. Sudarma, Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014)
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pengelolaan dana sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap

lembaga pendidikan swasta.’

Selain itu, tata kelola lembaga pendidikan swasta juga diatur dalam
berbagai regulasi. Setiap lembaga pendidikan wajib memiliki badan hukum yang
jelas, seperti yayasan atau perkumpulan. Pengelolaan lembaga harus dilakukan
secara profesional dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas,

efektivitas, dan efisiensi agar tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik.’

. Kebijakan Pemerintah Dalam Bisnis Pendidikan

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang
memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan bisnis pendidikan di
Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas
pendidikan, memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, serta
menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata. Dalam pelaksanaannya,
kebijakan pemerintah tidak hanya berdampak pada lembaga pendidikan negeri,
tetapi juga memengaruhi perkembangan lembaga pendidikan swasta dan berbagai
sektor bisnis pendidikan lainnya. Salah satu kebijakan penting adalah
desentralisasi pendidikan yang memberikan kewenangan pengelolaan pendidikan
kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini memungkinkan setiap daerah
menyesuaikan program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
masyarakat setempat sehingga mendorong munculnya inovasi dan persaingan
antar lembaga pendidikan dalam memberikan layanan terbaik (Sopantri dan

Sugiarso, 2019).

Pemerintah juga menerapkan kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun yang kemudian
diperluas menjadi Wajib Belajar 12 Tahun untuk meningkatkan akses pendidikan
bagi seluruh warga negara. Kebijakan ini bertujuan agar setiap anak Indonesia

memperoleh kesempatan pendidikan yang layak hingga jenjang menengah. Dalam

8 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2018)
° Fattah, Analisis Kebijakan Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012),
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pelaksanaannya, pemerintah memberikan bantuan melalui Dana BOS dan
berbagai program pendidikan lainnya sehingga biaya pendidikan menjadi lebih
ringan bagi masyarakat. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap
perkembangan lembaga pendidikan karena semakin banyak masyarakat yang

dapat mengakses pendidikan formal dengan biaya yang lebih terjangkau.!?

Dalam bidang pembiayaan pendidikan, pemerintah menetapkan bahwa
anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sebagaimana diatur
dalam UU Sisdiknas. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pendidikan menjadi
salah satu prioritas utama pembangunan nasional. Alokasi anggaran tersebut
digunakan untuk mendukung berbagai program pendidikan, seperti bantuan
operasional sekolah, beasiswa, peningkatan fasilitas pendidikan, dan peningkatan
kualitas tenaga pendidik. Dukungan pembiayaan dari pemerintah juga membuka
peluang berkembangnya bisnis pendidikan, baik dalam bidang penyediaan sarana

pendidikan, jasa pelatihan, maupun teknologi pembelajaran (Bappenas, 2019).

Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan standarisasi kualitas
pendidikan melalui standar nasional pendidikan. Standarisasi ini mencakup
kompetensi guru, kurikulum, proses pembelajaran, hingga sarana dan prasarana
pendidikan. Kebijakan seperti sertifikasi guru dan penerapan Kurikulum Merdeka
bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Lembaga
pendidikan dituntut untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar mampu
memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, banyak
lembaga pendidikan melakukan berbagai pembaruan dan investasi untuk

meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan kepada peserta didik.

Tantangan Dan Peluang Dalam Regulasi Bisnis Pendidikan

Implementasi kebijakan dan regulasi bisnis pendidikan di Indonesia masih
menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah

dan seluruh pemangku kepentingan. Salah satu tantangan utama adalah

10 M. N. Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020),
hlm. 23-25
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inkonsistensi regulasi yang sering terjadi antara kebijakan pemerintah pusat dan
daerah. Selain itu, adanya perbedaan aturan antar lembaga atau kementerian
terkadang menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara pendidikan. Kondisi
ini membuat pengelolaan lembaga pendidikan menjadi kurang efektif dan dapat

menghambat perkembangan bisnis pendidikan di Indonesia.!!

Tantangan lainnya adalah lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan
regulasi pendidikan. Meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai standar
pendidikan, masih terdapat lembaga pendidikan yang belum memenuhi ketentuan
tersebut tetapi tetap beroperasi tanpa sanksi yang tegas. Selain itu, kesenjangan
akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan maupun
antara wilayah Jawa dan luar Jawa juga masih menjadi permasalahan. Bisnis
pendidikan cenderung berkembang lebih pesat di daerah yang memiliki jumlah
penduduk besar dan kondisi ekonomi yang lebih baik sehingga pemerataan

pendidikan belum sepenuhnya tercapai.'?

Di sisi lain, regulasi pendidikan juga memberikan berbagai peluang bagi
perkembangan bisnis pendidikan di Indonesia. Program pemerintah seperti BOS,
BOP, dan berbagai bantuan pendidikan lainnya menciptakan dukungan
pembiayaan yang besar bagi sektor pendidikan. Kebijakan desentralisasi
pendidikan juga membuka peluang bagi setiap daerah untuk mengembangkan
inovasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu,
meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berkualitas mendorong
berkembangnya berbagai layanan pendidikan seperti bimbingan belajar, kursus,

pelatihan keterampilan, dan pendidikan vokasional.'?

Perkembangan teknologi digital juga menjadi peluang besar dalam bisnis

pendidikan. Kebijakan pemerintah terkait transformasi digital pendidikan

' M. M. Solichin, “Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi,” Religi: Jurnal Studi
Islam 6, no. 2 (2015): 148-178.

12 A. Azra, Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Milenium I11
(Jakarta: Kencana, 2019), hIm. 10-13

13 D. Sopantri dan Sugiarso, “Desentralisasi Pendidikan dan Implikasinya terhadap Manajemen
Sekolah,” Jurnal Administrasi Pendidikan 26, no. 2 (2019): 203-216.
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mendorong berkembangnya teknologi pendidikan atau edtech, seperti platform
pembelajaran daring dan aplikasi pendidikan. Lembaga pendidikan yang mampu
memanfaatkan teknologi dan memenuhi standar regulasi dengan baik akan
memiliki reputasi dan kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Dengan
demikian, pemahaman terhadap regulasi serta kemampuan beradaptasi dengan
perkembangan pendidikan menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan

dan keberlanjutan bisnis pendidikan di Indonesia.
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BAB III

PENUTUP
A. Kesimpulan
Kebijakan dan regulasi bisnis pendidikan merupakan bagian penting dalam

penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kebijakan pendidikan berfungsi
sebagai pedoman dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, sedangkan
regulasi digunakan untuk mengatur dan mengawasi berbagai aktivitas
pendidikan agar berjalan sesuai dengan prinsip kualitas, keadilan, dan
akuntabilitas. Dalam pelaksanaannya, bisnis pendidikan tidak hanya berkaitan
dengan aspek ekonomi, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial untuk
memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bagi
masyarakat.Penyelenggaraan bisnis pendidikan di Indonesia didukung oleh
berbagai landasan hukum, seperti UUD 1945, UU Sistem Pendidikan
Nasional, serta berbagai peraturan pemerintah mengenai standar nasional
pendidikan dan pendanaan pendidikan. Regulasi tersebut mengatur berbagai
aspek penting, mulai dari perizinan pendirian lembaga pendidikan, akreditasi,
pembiayaan, hingga tata kelola lembaga pendidikan swasta. Selain itu,
pemerintah juga menerapkan berbagai kebijakan seperti desentralisasi
pendidikan, wajib belajar, pembiayaan pendidikan, dan standarisasi mutu
untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan di Indonesia.
Meskipun implementasi regulasi bisnis pendidikan masih menghadapi
berbagai tantangan, seperti inkonsistensi kebijakan, lemahnya pengawasan,
dan kesenjangan kualitas pendidikan, terdapat pula berbagai peluang yang
dapat dimanfaatkan. Perkembangan teknologi digital, meningkatnya
kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan berkualitas, serta dukungan
program pemerintah membuka peluang besar bagi perkembangan bisnis
pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara
pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar regulasi pendidikan
dapat diterapkan secara efektif sehingga mampu mendukung peningkatan

mutu pendidikan dan keberlanjutan bisnis pendidikan di Indones
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